Nomor
Tanggal

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029

<YL /1/HK.00.03/10/2025
9 Oktober 2025

Latar belakang

Analisis dengan peraturan

Analisis dengan peraturan

Analisa dengan

No pembentukan Analisis dampak perundang-undangan yang lebih | perundang-undangan yang putusan Keterangan
peraturan tinggi setingkat pengadilan
1. | untuk melaksanakan Terdapat regulasi | Peraturan Menteri Sosial ini | 1. Peraturan Menteri Sosial | Tidak Ada Peraturan Menteri Sosial
ketentuan Pasal 19 terkait rencana | selaras dengan: Nomor 2 Tahun 2025 memuat:
ayat (2) Undang- strategis 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 3; tentang Organisasi dan 1. Ketentuan umum;
Undang Nomor 25 Kementerian 2. Pasal 17 ayat (3) Undang- Tata Kerja Kementerian 2. Penetapan Renstra;

Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional, Pasal 17 ayat
(3) Peraturan
Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Nasional, serta Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 19
ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 80
Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana
Kerja
Kementerian/Lembaga;

Sosial tahun 2025-
2029.

Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara;

5. Undang-Undang Nomor 59
Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan

Sosial sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 6
Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Sosial Nomor 2
Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial.

3.

dan

Lampiran rencana
strategis kementerian
sosial.




No

Latar belakang
pembentukan
peraturan

Analisis dampak

Analisis dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih

tinggi

Analisis dengan peraturan
perundang-undangan yang
setingkat

Analisa dengan
putusan
pengadilan

Keterangan

Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor
162 Tahun 2024 tentang
Kementerian Sosial;

8. Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Presiden Nomor
80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga.




